BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATINGAWI,

bahwa guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan
dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu memiliki sistem
perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan
masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil
dan mikro;

. bahwa dalam proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah milik Pemerintah Kabupaten Ngawi harus sesuai
dengan mekanisme perbankan dan mengikuti dinamika
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan
Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan
Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten
Ngawi.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3842);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4867);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tentang Bank
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3842);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang
Bank Pembiayaan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 101 DPbS, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027 DPbS);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5544);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal
Minimum Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan
Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2013 Nomor 1A, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1A).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENNGAWI
DAN
BUPATINGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten
Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1A, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1A), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

s L~

Daerah adalah KabupatenNgawi.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Bupati adalah Bupati Ngawi.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Ngawi
yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik
Pemerintah KabupatenNgawi yang melakukan usahanya di bidang
perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik
seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.
Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah.

Pejabat Eksekutif adalah pemimpin Kantor Cabang yang bertanggung
jawab langsung kepada Direktur PT BPR Syariah dan/atau mempunyai
pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PT BPR Syariah.

10. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR

Syariah.
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Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalamkegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkanoleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah
Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah rencana kerja
keuangan tahunan yang disusun oleh Direksi PT BPR Syariah setiap
tahunnya dan yang telah mendapat persetujuan RUPS.

Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang
mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan
dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan
barang/uang .

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank
membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah
yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan
yang disepakati.

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi’ih) antara
pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga
barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di
muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian
memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi’ih)
maka hal ini disebut Salam Paralel.

Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan -
(Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani’). Spesifikasi dan harga
barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan
secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai
Shani’ kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang
(Mashnu’) maka hal ini disebut Istishna Paralel.

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal)
dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau
keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan
nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk
menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing
pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan
haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.

[jarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu’ajir) dengan
penyewa (Mustaljir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan
dikembalikan kepada Mu’ajir.

Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah
(Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang.



24.Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak
tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang
sama sesuai pinjaman. Muqgridh dapat meminta jaminan atas pinjaman
kepada Mugqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara
angsuran atau sekaligus.

25. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Mugqridh) kepada
pihak tertentu (Mugqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib
dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

26. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya
yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha
sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank
Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Kantor Pusat PT BPR Syariah berkedudukan di Daerah.

(2) PT BPR Syariah dapat membuka Kantor Cabang di dalam wilayah
Daerah dan di luar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
mendapatkan izin dari OJK.

(4) Rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR
Syariah.

Ketentuan huruf e Pasal S diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad
lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau
musyarakah;

. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;

. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;

. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada
Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bittamlik; dan

5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;

£ WN



c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan
berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad
mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah;

d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit
Usaha Syariah; dan

e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah
lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan
OJK.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah wajib
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK. |

. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, setelah ayat (3)
ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Modal dasar PT BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp.20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu)

lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :

a. kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 90%
(sembilan puluh persen) atau 18.000 (delapan belas ribu) lembar

saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang merupakan
modal daerah;

b. kepemilikan saham Pihak Ketiga paling banyak sebesar 10% (sepuluh
persen) atau 2.000 (dua ribu) lembar saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) PT BPR Syariah.

. Penempatan Judul Paragraf 1 dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf d
diubah, sehingga Paragraf 1 dan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Persyaratan Direksi

Pasal 14

(1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. integritas;
b. kompetensi; dan
c. reputasi keuangan.



(2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah sebagai berikut:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
bank yang sehat;

d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh OJK.

(3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya;

b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau
bidang keuangan; dan

c. memilliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam
rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat.

(4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit dalam waktu S (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

(1) Anggota direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga)
orang.

(2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang
Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
terdapat 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan

kepatuhan PT BPR Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan OJK dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

(4) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.

Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

(1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan OJK.

(2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa
jabatan anggota Direksi berakhir.



9.

10.

11.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf d Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. integritas;
b. kompetensi; dan
c. reputasi keuangan.

(2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah sebagai berikut:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
bank yang sehat;

d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh OJK.

(3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya; dan atau
b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

(4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ adalah sebagai berikut :

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit dalam waktu S (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Eetel?tuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
erikut:

Pasal 43

(1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik
kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya
paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) DewanKomisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila
diminta OJK.
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12. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)
(3)

Pasal 47

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90
(sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris
yang lama berakhir.

Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti ketentuan OJK.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris
disampaikan kepada OJK dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10
(sepuluh) hari setelah ditandatangani.

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 54

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif
BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada OJK paling lambat 10
(sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau
pemberhentian efektif.

Apabila menurut penilaian dan penelitian OJK, Pejabat Eksekutif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Daftar
Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus), Daftar Kredit Macet
atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya
aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif
tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal surat penegasan dari OJK.

14. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 56

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. integritas;
b. kompetensi; dan
c. reputasi keuangan.

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan
integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain
adalah pihak-pihak yang:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan
yang berlaku;

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
bank yang sehat;

d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh OJK.



-11 -

(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan

kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain
adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
dibidang syariah mu’amalah dan pengetahuan dibidang perbankan
dan/atau keuangan secara umum.

(4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi

keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, antara lain
adalah pihak-pihak yang:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit, dalam waktu S (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

15. Ketentuan huruf b Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara
lain meliputi:

a.

b.

C.

d.

mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;

meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru
BPRS yang belum ada fatwanya.

melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan

meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan
kerja BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.

16. Ketentuan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah

mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa
jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah
masa jabatan tersebut berakhir.

(2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik

dan diambil sumpah jabatannya.

(3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah harus

dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah
ditetapkan. '

17. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 72

(1) PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib

menerapkan prinsip kehati-hatian.
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(2) PT BPR Syariah wajib menyampaikan kepada OJKlaporan keuangan
berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta
penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah
yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan
bentuk yang diatur dengan Peraturan OJK.

(3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik
kecuali ditentukan lain oleh OJK.

(4) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi
kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh OJK.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 114

(1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak
memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR
Syariah dinyatakan berlaku.

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah dalam
tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah
mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 115

(1) Direksi menyampalkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca
dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada
Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat)
bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan
usaha PT BPR Syariah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan
OJK.

(3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca
dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman
PT BPR Syariah.

20. Ketentuan Pasal 120 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 120

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah
ini akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT BPR Syariah.

(2) Untuk pertama kalinya anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah diangkat dan
ditunjuk oleh Bupati, sedangkan untuk periode berikutnya diangkat
melalui RUPS.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenNgawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal \{ Mei 201§

BUBATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal | Me 208

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO
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